BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

DAERAH KABUPAEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG

bahwa sehubungan dengan Perubahan terhadap pemberian besaran
tambahan penghasilan, maka perlu penyesuaian bagi pengelolaan Tata
Usaha, Pembantu Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati
dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besaran Tambahan
Penghasilan, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pemberian Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri
Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 perlu
dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri
Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Otonom
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Daerah Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

10. Peraturan Mentefri..................



10.

11.

12.

13.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG

Pasal |

Mengubah lampiran Il Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ketapang
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 5 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 5), sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 17 Februari 2010

BUPATI KETAPANG,

ttd

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 17 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd

BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN

F. SUNGKALANG




